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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penahanan dan Sekitar Penahanan 

 

1. Pengertian Penahanan 

 

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang 

menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di 

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

Berdasarkan ketentutan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan 

ialah menempatkan sesorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah 

penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.
1
 Hal ini 

senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada 

dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan 

seseorang.
2
 Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang 

menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut 

undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah 

seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.  

 

                                                           
1
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

 2001. hlm. 19 
2
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.  

 1996. hlm. 16. 
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Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan 

yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan 

pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap 

penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di 

Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan 

Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan 

penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.  

 

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan 

pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan 

hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum 

penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. 

 

Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan 

penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang 

digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka 

atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang 

berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut 

penilaiannya si tersangka/terdakwa di kwatirkan hendak melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi. 

 

KUHP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur 

alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan 

penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak 

pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa 
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tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau 

terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak 

pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana 

sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d. 

 

2. Permasalahan disekitar Penahanan 

 

Pada prinsipnya penahanan merupakan pembatasan terhadap kebebasan seseorang 

yaitu kebebasan bergerak di mana hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia 

yang harus dihormati. Berdasaarkan prinsip hak asasi manusia tersebut maka 

perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu pada prinsipnya pengaturan tentang kewenangan 

penahanan hendaknya didasarkan pada landasan filosofis bahwa kemerdekaan 

seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang tidak dapat 

dikurangi dibatasi oleh siapapun dalam bentuk apapun (non derogable rights). 

Berdasarkan landasan filosofis tersebut maka tepatlah kalau KUHAP memandang 

penahanan bukanlah suatu keharusa (imperatif) melainkan suatu kebolehan 

(fakultatif) yaitu penahanan boleh dilakukan asal memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang.
 3

 

 

Praktiknya ternyata apabila terpenuhi syarat objektif pada umumnya pejabat yang 

berwenang selalu menggunakan haknya untuk menahan, seolah-olah penahanan 

merupakan suatu keharusan. Melihat uraian di atas seandainya ada faktor yang 

dapat menghilangkan alasan penahanan hendaknya jangan digunakan kewenangan 

tersebut. Misalnya apabila ada pihak yang menjamin seorang tersangka/terdakwa 

                                                           
3
 Andi Hamzah. Op cit. hlm. 23 
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akan kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, menjamin bahwa tersangka/ 

terdakwa tidak akan melarikan diri, menjamin tidak akan menghilangkan barang 

bukti, menjamin untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi sebaiknya 

kewenangan untuk melakukan penahanan tidak perlu digunakan. KUHAP telah 

memberikan instrumen kepada tersangka atau terdakwa berupa hak untuk 

mengajukan penangguhan penahanan. 

 

Penangguhan penahanan dapat dikemukan alasan untuk kooperatif terhadap 

pemeriksaan yang pada pokoknya menghilangkan penilaian subjektif dari pejabat 

yang menahan bahwa tersangka dikuatirkan melarikan diri, mengulangi tindak 

pidana lagi, dan menghilangkan barang bukti. Terhadap jaminan berupa orang 

maka orang yang menjamin harus bisa meyakinkan pejabat yang menahan bahwa 

tersangka akan kooperatif.
 4

 Apabila pejabat yang berwenang menahan merasa 

kwatir kalau tersangka/terdakwa hendak melarikan diri, menghilangkan barang 

bukti dan mengulangi tindak pidana lagi serta tindak pidana yang dilakukan 

merupakan tindak pidana yang dapat ditahan dan tidak ada alasan yang dapat 

menegasikan kekuatiran maka pejabat tersebut boleh menggunakan 

kewenangannya untuk melakukan penahanan. 

 

B. Pengertian dan Hak-Hak Tersangka 

 

Pengertian tersangka dapat di ketemukan dalam Pasal 1 butir yang menentukan 

bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa dasar untuk menetapkan 

                                                           
4
 Ibid. hlm. 24 
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seseorang menjadi tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup yang 

mengarah kepada perbuatan seorang tersebut ataupun suatu keadaan yang 

mengarah kepada orang tersebut.  

 

Penjelasan Pasal 17 KUHAP memberikan penjelasan tentang bukti permulaan 

yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Namun 

KUHAP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud bukti permulaan untuk 

menduga adanya tindak pidana. Ada dua pandangan untuk menentukan apa yang 

dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Pertama, dikatakan ada bukti 

permulaan yang cukup apabila telah terpenuhinya minimum dua alat bukti. 

Kedua, apabila ada barang bukti dan kesaksian. Untuk pandangan yang pertama 

didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan seseorang dapat dipidana 

dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan 

keyakinan hakim.  

 

Pasal 184 KUHAP menentukan secara limitatif disebutkan alat bukti yang dapat 

digunakan sebagai dasar pembuktian kesalahan tersangka yaitu: 1. Keterangan 

Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. 

Minimum dua alat bukti dapat muncul dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. 

 

Sebagai orang yang patut diduga maka seorang tersangka adalah seseorang yang 

belum tentu bersalah, oleh karena itu seorang tersangka yang ditahan harus 

diberikan hak-haknya sesuai hak yang melekat pada diri seorang manusia. Hal ini 

sesuai dengan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innosence) yaitu 
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seseorang tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum ada 

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
5
 

 

Realisasi terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah maka KUHAP 

merumuskan beberapa hak bagi tersangka. Hak-hak tersebut tersebar di dalam 

pasal – pasal KUHAP antara lain: 

a. Hak untuk mendapat bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai 

pemeriksaan di pengadilan; 

b. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan; 

c. Hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan; 

d. Hak untuk berhubungan dengan penasihat hukumnya, keluarganya. 

e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 6

 

 

Hak-hak yang diberikan kepada tersangka di atas adalah menunjukkan bahwa 

tersangka adalah orang yang belum tentu bersalah. Melalui penggunaan hak-hak 

tersebut tersangka dapat mengajukan pembelaannya untuk membuktikan bahwa 

dirinya adalah orang yang tidak bersalah 

 

C. Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
6
 Andi Hamzah. Op. Cit. hlm. 25 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana
7
  

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan 

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya  

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
8
  

 

                                                           
7
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan  

 Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,  

 Jakarta, 1994, hlm.76. 
8
 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.  

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai 

model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang 

yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan 

meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan 

penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak 

menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 9
  

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

                                                           
9
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 
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Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
10

  

  

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.  

 

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

                                                           
10

 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,  

 Semarang, 1997, hlm.62. 
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bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum 

dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. 

Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu 

sebagai berikut
11

: 

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

(2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

 Jakarta 1986. hlm.8-11 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, 

terlihat dan diaktualisasikan. 

(3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

(4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

(5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. 

Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 
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bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum. 

D. Sistem Peradilan Pidana 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
 12

  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 13

  

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
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 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan  

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 
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 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2 
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lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk 

pendekatan, yaitu:  

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum semata-mata.  

a. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 
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dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem 

yang dipergunakan adalah sistem administrasi. 

b. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
 14

  

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system. 

 

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan 

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
15
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Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen 

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena 

peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal 

(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari 

penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan 

pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and 

tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan 

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)
 16

  

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu 

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. 

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem 

menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu 

komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa 

diarahkan oleh kebijakan kriminal.  

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik 

sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 
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gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan.
 17

  

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan 

dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan 

terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah 

meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum 

tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan 

penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat 

terhadap unsur-unsur dasar tersebut.
 18

  

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
19
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Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak 

hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 

masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana 

bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan 

mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap 

setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, 

terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan 

kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah 

dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 
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